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PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  

REPUBLIK INDONESIA   

NOMOR 14 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN  

PENANAMAN MODAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 

15 dan Pasal 28 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah 

ditetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi 

Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang 

Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan 

Penanaman Modal; 

b. bahwa untuk meningkatkan realisasi penanaman modal 

dan melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 

2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, perlu 

menyempurnakan Peraturan Kepala Badan Koordinasi 

Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang 

Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan 

Penanaman Modal; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang 
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Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan 

Penanaman Modal; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4724); 

2. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan 

Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 

Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal 

(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 210); 

3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221); 

4. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN 

PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan 

menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri 

maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha 

di wilayah negara Republik Indonesia. 

2. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha 

yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa 

Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing. 
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3. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan 

warga negara Indonesia badan usaha Indonesia, negara 

Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan 

penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia. 

4. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara 

asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing 

yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Negara 

Republik Indonesia. 

5. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya 

disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk 

melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia 

yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri 

dengan menggunakan modal dalam negeri. 

6. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA 

adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan 

usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang 

dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang 

menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang 

berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri. 

7. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya 

disingkat BKPM adalah Lembaga Pemerintah Non 

Kementerian yang bertanggung jawab di bidang 

Penanaman Modal, yang dipimpin oleh seorang Kepala 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung 

kepada Presiden. 

8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat 

PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan 

Nonperizinan berdasarkan mandat dari lembaga atau 

instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan 

Nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari 

tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya 

dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. 

9. PTSP Pusat di BKPM adalah Pelayanan terkait 

Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah 

diselenggarakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan 

proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan 
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tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu 

di BKPM. 

10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Provinsi, yang selanjutnya disebut DPMPTSP 

Provinsi, adalah perangkat daerah sebagai unsur 

pembantu gubernur untuk melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan 

provinsi. 

11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut 

DPMPTSP Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah 

sebagai unsur pembantu bupati/wali kota untuk 

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. 

12. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang 

selanjutnya disebut KPBPB adalah suatu kawasan yang 

berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga 

bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan 

nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai. 

13. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat 

KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam 

wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi 

perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. 

14. Satuan Tugas adalah satuan tugas yang dibentuk untuk 

meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian 

hambatan, penyederhanaan, dan pengembangan sistem 

online dalam rangka percepatan pelaksanaan perizinan 

berusaha termasuk bagi usaha mikro, kecil, dan 

menengah setelah mendapatkan persetujuan penanaman 

modal.  

15. Perizinan Berusaha adalah persetujuan yang diperlukan 

Penanam Modal untuk memulai dan menjalankan usaha 

dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang 
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dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau 

pemenuhan persyaratan (checklist). 

16. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk 

melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan 

oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan 

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas, dan Administrator Kawasan Ekonomi 

Khusus, yang memiliki kewenangan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

17. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif 

fiskal dan nonfiskal serta kemudahan pelayanan 

Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

18. Memulai Kegiatan Konstruksi adalah saat dimulainya 

perencanaan pekerjaan fisik berupa perencanaan teknik 

yang terkait dengan kegiatan usaha. 

19. Pendaftaran Penanaman Modal adalah bentuk 

persetujuan Pemerintah yang merupakan izin prinsip 

sebagai dasar penerbitan Perizinan dan pemberian 

Fasilitas pelaksanaan Penanaman Modal.  

20. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut 

Izin Prinsip adalah Izin yang wajib dimiliki dalam rangka 

memulai usaha. 

21. Izin Investasi adalah Izin Prinsip yang dimiliki oleh 

Perusahaan dengan kriteria tertentu.  

22. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan 

untuk memulai produksi/operasi, kecuali ditentukan lain 

oleh Peraturan Perundang-undangan. 

23. Izin Perluasan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki 

perusahaan untuk memulai produksi/operasi atas 

pelaksanaan perluasan usaha, khusus untuk sektor 

industri. 

24. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, yang selanjutnya 

disingkat KPPA, adalah kantor yang dipimpin perorangan 

warga negara Indonesia atau warga negara asing yang 

ditunjuk oleh perusahaan asing atau gabungan 
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